BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses merger yang baik dan benar membutuhkan suatu bentuk tata cara
merger yang sesuai dengan keperluan dan berdasarkan kepada peraturan yang ada,
proses merger pada intinya ditujukan untuk membawa perusahaan ke arah yang
lebih positif dalam segala hal, baik itu berupa sarana dan prasarana, strukturisasi
pegawai, modal dasar/asset, manajemen, pembaharuan produk, kualitas pelayanan
dan lain-lainnya. Pelaksanaan merger pada suatu perusahaan yang berbentuk
hukum Perusahaan Daerah, maka pelaksanaan merger diatur oleh pertauran terkait
seperti Peraturan daerah, Peraturan gubernur, Keputusan Gubernur/Bupati, dan

lainnya yang merupakan turunan daru Undang-undang/Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan merger pada 7 (tujuh) PD.PK di Kabupaten Cianjur
dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 14 Tahun 2006
tentang PD.BPR dan PD.PK. Sementara dalam tata cara merger diatur oleh
Peraturan Gubernur No 35 tentang Merger/Konsolidasi PD.BPR dan PD.PK yang
merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1999 tentang Merger,
Akuisisi dan Konsolidasi, dimana dalam Pergub No 35 telah diatur pembuatan

rancangan merger untuk PD.PK.

Proses merger pada 7 PD.PK terdiri dari tiga tahapan, tahapan pertama

sebelum merger yang terdiri dari persiapan merger, penunjukan pihak profesional,
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penyusunan rancangan merger, pelaksanaan RUPS dan lainnya. Tahapan kedua
yaitu pada saat merger (at-merger) diamana dalam tahapan ini proses pengajuan
ijin merger kepada Gubernur sudah berjalan dan pengumuman merger kepada
media massa sebagai hasil pelaksanaan merger. Tahapan ketiga adalah setelah
merger (post-merger) dimana didalam tahapan untuk melihat apakah hasil dari
merger terhadap PD.PK dan apa yang akan dilakukan setelah PD.PK di merger.
Setelah tahapan merger selesai dilaksanakan, maka dapat dilihat apakah ada
perubahan yang terlihat secara signifikan dalam tubuh PD.PK hasil merger, dan

perbaikan pelayanan merger di masa yang akan datang.

Setelah melalui beberapa tahapan proses merger dan selesai melaksanakan
merger, sesuai dengan data-data yang didapat sesuai dengan fakta dilapangan,
proses merger 7 PD.PK Di Kabupaten Cianjur tidak sepenuhnya sesuai dengan
teori yang seharusnya dan yang paling mengejutkan adanya perbedaan data
keuangan yang seharusnya sesuai karena dilaksanakan oleh orang atau pihak yang
sama. Selain itu perbedaan antara usulan merger dan rancangan merger yang ada
didalam proposal rancangan merger 7 PD.PK di Kabupaten Cianjur tidak sesuali
atau tidak sama. Dan yang penting adalah tidak adanya regulasi yang jelas perihal
pengaturan perizinan merger PD.PK, karena dalam Pergub No 35 Tahun 2010
hanya mengatur tentang rancangan merger dan proses perizinan terhadap pihak
Bank Indonesia, yang dimana menurut pihak pemerintah daerah Kabupaten
Cianjur perijinan kepada pihak Bl hanya dilakukan oleh PD.BPR sementara
PD.PK melakukan proses perijinan kepada Gubernur, berdasarkan Kepgub No

581/Kep.874-Admrek/2014. Padahal didalam Kepgub ini hanya mengatur tentang

151



keputusan gubernur memberikan ijin merger tidak mengatur tentang alur perijinan

mergeer.

Merger pada 7 (tujuh) PD.PK tidak sepenuhnya sesuai dengan tata cara
merger yang seharusnya sesua dengan peraturan terkait, masih banyak kekurangan
dan kejanggalan-kejanggalan dalam proses merger ini. Tetapi perubahan yang
cukup jelas terlihat didalam tubuh PD.PK adalah terpusatnya garis perintah dalam
satu tangan, artinya tidak ada PD.PK yang akan berjalan sendiri, dan unggul atau
diistimewakan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan akan terjadi karena
PD.PK yang dulunya menjadi primadona dapat menyalurkan sistem pelayanan
mereka untuk PD.PK yang lain sehingga produktivitas mereka akan lebih baik dan

peningkatan pelayananpun dengan sendirinya akan meningkat.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas masih terdapat beberapa kekurangan yang
ada didalam pelaksanaan merger 7 PD.PK di Kabupaten Cianjur, maka dari itu
ada beberapa hal yang perlu dilakukan baik ketika akan diakadakan proses merger

kembalai ataupun setelah proses merger dilakukan, sebagai brikut :

1. Persiapan merger dilakukan secara matang, sehingga persyaratan-
persyaratan merger seperti rancangan merger dan lainnya dapat dibuat
sesuai dengan seharusnya dan mengacu apad peraturan yang sudah ada.

2. Penignkatan koordinasi diantara pengurus perusahaan dan pemilik

perusahaan dalam melakukan merger, sehingga terdapat kesamaan data
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yang akurat diantara kedua pihak. Khususnya dalam hal pendataan
keuangan.

. Peningkatan sarana dan prasarana dalam hal penunjang aktivitas PD.PK,
sehingga kualitas pelayanan bisa optimal dan meningkat. Juga peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan merekrut pegawai yang
berkompeten dan ahli dalam bidang keuangan atau perbankan.

. Penguatan komitmen didalam kepengurusan dan pemilik PD.PK untuk
meningktakan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah, sehingga
tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat khususnya

masyarakat pengguna jasa PD.PK.
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